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ABSTRAK 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai jawaban atas persoalan 

fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjamur di Indonesia sekaligus 

jawaban atas ketidakmampuan Lembaga yang telah ada dalam memberantas 

praktek korupsi di Indoneseia dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Kedudukan 

KPK sebagai instrument pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami 

kegoyahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mendudukkan 

KPK sebagai lembaga di bawah rumpun eksekutif, padahal sebelumnya KPK 

merupakan lembaga independen. Perubahan kedudukan KPK melalui Undang-

Undang tersebut tentu membawa implikasi bagi  tubuh KPK itu sendiri.  

Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Spesifikasi peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analisis. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

sekunder adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.  

Hasil dari penulisan ini bahwa implikasi dari UU KPK baru menghasilkan 

beberapa hal. Mendudukkan KPK pada rumpun eksekutif menjadikan KPK sangat 

terikat kepada kekuasaan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak 

KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK justru berpeluang mendapatkan 

intervensi terkhusus dari ranah eksekutif. Perubahan kedudukan KPK ini juga 

berimplikasi pada pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN. 

Independensi kelembagaan maupun kepegawaian KPK akan terancam jika pola 

kepegawaian KPK mengikuti pola kepegawaian ASN yang sarat akan segala 

peraturan dan campur tangan badan lain sehingga pegawai KPK juga berpotensi 

dengan mudahnya di mutasi ataupun di rotasi. Implikasi lainnya terdapat pada 

dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang mempunyai kewenangan memberikan 

izin atau tidak memberikan izin terhadap penggeledehan, penyadapan, dan/atau 

penyitaan. Kewenangan luar biasa tersebut berpotensi menghambat kinerja KPK 

dan membuka gerbang yang lebar untuk kekuasaan dapat melakukan intervensi 

kepada KPK. Perubahan lainnya juga terdapat pada ketentuan yang mengharuskan 

KPK untuk mengeluarkan SP3. Perubahan kedudukan KPK setelah 

diundangkannya UU KPK yang baru banyak membawa implikasi terhadap kinerja 

dan Independensi KPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia. 
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